
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATU R,AN DAER.AH K^ABU PATEN MUKOMUKO

Menimbang

N0M0R: 17 TAHUH 2OOs

TENTANG

PA]AK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN6 MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I B Tahun I9g7

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeran.

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Mukomuko perlu ditetapkan clengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2000 Nomor 2.46, Tambahan Lembaran Neqara Nomor

4048);

Undang-Undang Nontor 03 -[ahun 2003 tentang pemberrtukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selumar dan Kabupaten Kaur

di Propinsi Bengkulr"r (Lembaran lrlegara Republik indonesia

Tahun 2003 Nomor 2-3, 
-l-arnbahan 

Lembaran Negara Nomor

.1952);

f"lengingal

li.

I

).

t. tJncl.rng-Undang lJornor l0 'I.lhun 
?0011 tentanq pembentukan

Peraturan Perundang unclangan {l_*nrbaran Neqara Republik

lndonesia 'lahun 2004 Nornor li3, 'l-anrbahan 
L-embaran Neqara

Nonror ,1389);

i.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Nggara Nomor 4a37);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara Penrerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I?6,

Tambahan Lembaran Neqara Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Peraturan Perundang - undangan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Nomor a3B9);

2004 tentang Pembentukan

(Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Daerah Nomor 05 -lahun 2005 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH

K.ABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAII K,ABUPATEN MUKOMUKO TENTAiIG

PA]AK REKLAME.

4.

B.

C}

i.
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BAB T

KETENTUAN UMUM

Fasal 3"

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcnc;an:

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabr_rpaterr t"lukornukc.r;

c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuprten fvlukonruko;

e. Pejabat adalah Pegaurai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di biclang

Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundanql - undangan yang

berlaku;

f . Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame;

g. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau rnedia yang menurul bentuk

susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang i.
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

h. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk clan atas nama

pihak lain;

i. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah nilai yanq ditetapkan pada titik lokasi

pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan

pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;

j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yanq selanjutnya disinglkat SKPD adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya lr"rmlafr pajak yang terhutang;

k. Surat Pembreritahuan Obyek Paj.rk Daerah yarrq selanjutnya disinqlkat SPTPD

adalah Sur;rt yang dtc;unak;rn olcfr Wajib P;,iirrk unlrrk nri:lapor pcnqhitunqan dan

pe nttrayaran [)a1ak yani] terut;rnr; ilrr'nurul []'rtratLrrarr l)t.rundtnc;-undang;an

Perpajakan Daer;rh;

l. liurat Keteta;:att Paj;!.r [];rtrralr l(rrranr; li;iy.ir Ilntlt;iiurri, y-itr)i.l sel;.lnjutnya

disingkat !;KPDKIJI , adalali sururl k.uputt.r:;.rl yirrr(l rn(jni.:rrtuk.rrr i..rrrrbalran ata-l

jumlah pajak yanq telah ditetapkan;
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m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yanct selanjutnya disingkat SKPDKB

adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pajak pokok, besarnya sanksi administrasi, dan ;umlah yang masih

harus dibayar;

p.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi ardministrasi berupa bunga d;in atau

denda;

Badan adalah suatu bentuk badan u*lh;.r yanq nreliputi Perseroan l-erbatas,

Perseroan Komanditer, Perserroan Lainnya, B.ldan U:;;rha Milik fiJegara atau Dacrah

denqan nama dan dalam bentuk atpapun, Pr.:rsekutuan, Pcrkumpulan, Firma,

Kongsi, Kopera:;i, Yayasan atau Organisasi yang sejr.:nis k:mbaga dana pensiun,

bcntuk usaha [etap scrta bent.uk badan u:;;rh;r lainnya;

Putusan Banding adal.:h Putusan Badan Penyelesaian Sengket;,r Pajak atas

birnclinct terhadap Surat Keputusan Kebcratari yang diajuk;rn oleh lvrrjib Pajak;

Surat Keputr:san Keberatan adalalr Sural K€:putusan afas kei:eratan terlradap 
i'

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketet;rpan Pajak Daerah

Kurang Bayar T'arnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih f3ayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau lerhadap pemotongan atau pemungutan

terhadap pemotongan atau pemungutan r:leh pihak ketiqa yanq diajukan oleh

Wajib Pajak;

Pemeriksaan adalah seranqkaian kegiatan untuk milrrcari, rlcnclurnpulk;rrr dan

mengolah data dan atau keterangan lainnyn dalam ranqkl pcngawasan

kepatuhan pcmenuhan kewajiban perpajakan daerah trerdasarkan kt:tentuan

Peraturan Perundanq - undangan Perpajakarr Daerah;

Pcnyidik;:n Iindak lrielana di bidanq pcrpajakan datriilr rdalalr:;crangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari 5ipii, yanq selanjutnya

clisebut Penyidik, urrluk rnencari s;crta menqumpulkan buktr tinclak pidana di

bidang perpajakan daerah yanq terl;idi scrta rnencmukan ter:;rnc;kany;r.

t.
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8AB I}
NAMA,OBYEK DAN SUBJEK PA]AK

Pasal ?

Pungutan pajak atas setiap penyelenggaraan reklame clisebut

Reklame

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklami:..

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksucJ pad;r ayat (

a. Reklame papan/billboard/meqatron;

b. Reklame kain;

c. lleklarne rnelekat ( iitikr:r );

cl. l{eklanrcSclebraran;

e. Reklanrc berjalan, Icrma:;uk ;r;rd;r kr,rrtl,rr.r.rrr;

f- Reklame udara;

q. Reklame Suara;

l.r. ReklameFilmlSlide;

i. Reklame Peragaan.

denclan n;inra Pajak

2 ) rreliputr:

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

a. Penyelenggaraan melalui televisi, radio, warta harian, waftn nrinqguan, warta

bulanan dan sejenisnya;

b. Penyelenggaraan reklanre oleh Pemerintah Pusat clan Pemerrntair Daerah

Pasal 4

subjek Pajak adalah oranq pribacli ;rtau bad,rn yanq rrenyelengqarakan atau yang

memesan reklame;

Wajib Pajak adalah Subyek pajal< y;rng menurut Peraturan Pcruruianql - undangan

Perpajakan Daerah yanq diwajibkan untuk melakukan 1.ren-rbayaran pajak yang

lerutanq.

i,

(1)

(2)
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BAB III
DASAR PENGENAAN DAN CARA PHNGHITUNGAN TARIF

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame;

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

Biaya Pemasangan Reklame, Pemeliharaan Reklame, Lama Pemasangan Reklame,

Nilai Strategis Lokasi dan Jenis Reklanre;

Dalam hal rcklamc diselengqarakan olch pribadi atau bacJan yang rnemanfaatkan

reklame untLrk kepx:n[inqan sendiri, maka nilai sewa rr:klamc clilritulrcl bcrciasarkan

biity,t pr:rrra1;ant;.ln reklttrt'rr:, l.rrnit 1ri:rrr.l:;.!nLJJn, nrlai r;tr;tkx;r:; kri<rr:;i chrrr .yenis

reklanre.

Dalam hal rt:klanre tliserlenr;garakan ril,'lr lrtlr.rk ket tt;,r, rrrirkir rtil.'rr .,r:w;t rt'klfirni,r

ditentukan berdasarkan jumlah pembayaurrt unluk s;ualu illas. p,,i1ak irtau rnasa

penyelcnggaraan re-'klanre dengan nrempcrhatikan biayir ptJrllitsirne<-in rcklamc,

pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nil;:i str;rtegis lokasi dan jr.:nis reklame. i'

(5) Hasil Penghitungan Nilai Sewa Reklame Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2)

Dan (30) Dinyatakan Dalam Bentuk Tabel Dan Diletapkan Denqan Peraturan

Bupati

Pasal 6

-farif pajak ditetapkart cebcsar .15%r (rJr-ra Jrult-rlr lirn;r JN:r,;crt)

Pasal 7

Besarnya pajak tr:rutanq clihiturrc; clengan (:;rra rilen!Jalikan tarrf pajak 5ebagaimana

dimaksud dalanr Pasal 6 dtlngarr dasar pcnqcnirln Jra;ak :;cb.iqainran,r rlirn.rksucl dalam

Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAFI

Pasal B

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daeralr t"cmpat reklante brerlokasr

(3)

(4)
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(1)

(2)

BAB V

MASA pAtAK DAtil SAAT PAJAK TERUTANG

:

Pasal I
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan rektame.

Pasal 1S

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), lrarus cliisi clengan jt_.la::;, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), harus c|sampaikan kepacl.r Kepala

Daerah selambat-lambatnya 15 (lima bclas) hari setelah beraklrirnya rnasa pajak.

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian spTpD diterapkan peraturan

Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PA]AK

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) , Bupati

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKpD;

Apabila SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar

selelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak sKpD diterima,

dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2 Vo ( dua Persen ) sebulan dari iumlah

tagihan dengan menerbilkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak yanq mtrrup.tk;rn sendiri, SPTPD urbac;airnerna dinraksr: ciidalam pasal

1l ayat (1), cliqunakan untuk rnenqhitunrl cl;rn rncrretapkan pajak sencliri yang

terutang;

(4)

i,

(1)

(2)

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dalam jangka waktu 5 (

dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

) tahun sesudah saat terutangnya p;tjak , Bupat

SKPDKB sebagainrana dimaksud pada ayat (2) huruf a ciiterbitkarr:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

te.rutang tidak atau kurang dibayar,dikenakan sanksi Aclministrasi 2olc, ( dua

persen) sebuletn dihiturig dari pajal< yang kurancj atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 2,1 ( dua puluh ermpclt bulan cJihitung sejak

saat terutang pajak;

b. Apabil.: SPTPD tiderk disanrpaik;rtr clal;nr larrgka w;rkt.u yanc; rJitcntukarr dern

telalr ditegur gilcaril tc'rtulis, c'likr:rrak;rrr sank-si Adnrninstrasi :;cbi:sar Zo7_, (

dua Perscn) sebulan dihitung cl.rri pa;ak yanq kuranq atar: tr,:rlanrLrat untuk

llngk;t w;tktt,t lnlinq lama 2'1 ( cluir g;ultrlr i.'filfiilt )ttulirrr rlilrrtLiricl stj.rk saal

tcrutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban rnengisi sprpD tidal.r clipenuhi,pajak yang terutang

dihitung secara jabatan,dan dikenakari sankri Administrasi berupa kenaikan i.
sebesar ?-5 Yo ( dua puluh lima persen) dari pokok pajak clitambah sanksi

Admnislrasi sebesar 2o/o ( dua pcrsen) sebulan dihitung clari pajak untuk
jangka waktu paling k:nra z,l ( duur pr-ilrrh cmpat) bulan clihitung sejak saat

terutang pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 7) fruruf tr ciirerbitkan apabila

ditemukan data traru atau data yanc; semr:l;r be:lum lerurrgkap yang menyebabkan

penambahan jumlah paj.ik yang terut.inc;,akan dikenakan :anksi Aclmninistrasi

bcrupa kenaikan:;r.-.bcEar 1007o ( scralui persr-'n) dari lunrlah kekurangan pajak

tersetrut;

SKPDN sebagaimana dimaksud prada ayat (2) huruf c cliterbitkan apabila jr.rmlah

pajak yang terutang; sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutanq dan ticlak arla kredit pajak;

Apabila kewajiban nrembayar pajak terutanrl clalanr SKPDKu tlan SKPDKBT

sebaqaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a d;:n b ticJak at,ru tidak sepenuhnya

dibayar dalam j;rnqka waktu yang tclah ditcntukan, clitagih clengan menerbitkan

STPD ditambah dengan sanksi Administrasi sebes.rr 2- (dua persen) sebulan dari

jumlah tagihan;
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(7) Penambahan jumlah paiak yang terhutang

tidak dikenakan pada wajib pajak apabila

tindakan pemeriksaan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaporkan sendiri sebelum dilakukan

( 1)

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayar;rn Pajak dilakukan di Kas Daer;:h atau tcnr;:at. hin y;rnq rJitunjuk oleh

Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentr-rkan dalam sfirpD, sKpD, sKpDKB,

SKPDKBT, dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan diternp;rt lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak tersebut selambat-lambatnya 1 X 24 lam atau dalam waktu

yang ditentukan oleh Bup.rt harus disampaikan ke Kas Dacrah;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dinraksud pada ayat (1) dan {2) dilakukan

dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaliqus atau lunas;

Bupat dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur

pajak terutang dalam kurun wal(cu tertentu, setelah memenuhi perseyaratan yang

ditentukan;

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud patler ayat (Z), harus

dilakukan secara teratur dan berlurut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2olo

( dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Bupat dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk rnenunda

pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi

persyaratan yanq ditentukan dengan dikenakan bunqa 2"o/,, ( dua persen) perbulan

darijumlalr pajak yang belum atau kuranq bay;rr;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan mt-.nunda pembayaran serta tata cara

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

(4),ditetapkan oleh Kepala Daerah.

i,

(1)

(2)

/?\

/4\
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(1)

(2)

Pasal 15

setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diberikan

tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupat.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PATAK

Pasal 16

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal

tindak pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh

tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang

terutang; i,

(3) Surat Teguran, Sural Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam Surat leguran atau Surat Peringatan atau Surat

lain yang sejenis,;umlah pajak yanq harus dibayar diteqih denqan Surat paksa;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 2l (dua puluh satu) hari

sejak tanggal Surat-Ieguran atau Surat Pr:ringatan atau sura[ yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yattcl trar::, clil"xry;rr lidak dilun;r:;i ri;rl;.rrrr l.rnr,lkir l^r.rktLr., )i :.,.1 l;rrn:;esudah

tanggal pcmberit;thtt;rn irrrr;'rf P;,rk:;r, [\jiilr;rl .;r:.]lt.i rritni:rf;itk;rrr liur;tt Pr:rintah

Melaksanakan Penyitaarr.

(1)
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Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,setelah

lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan isurat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor

Lelang Negara.

Pasal 2O

Setelah Kantor Lelang Negara meneLapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21"

Bentuk, jenis dan isi forunulir yanq clipergr:nakarr untuk pelaksanaan penagihan pajak

daerah ditetapkan oleh Bupat.

BAB IX

PENGURAHGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PA]AK

Pasal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan ,keringanan clan pembeb.rsan pajak

sebagaimana dimaksud eryat (1), ditetapk;rn olch Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN , PEMBATALAN, PENGURANGAT{ KETETAPAN DAN
PEHGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal ?.3

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan w;rjrb pra.lak dapat menrbetulkan

SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang; dalam p:nerbitannya terdapat kesalahan

tt"tlis, kesalahan hitung dan atau kekelirr:an clalanr penctrapar.) Peraturan

Perundang-undangan perpajakan daerah.

i,
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(2) Bupati dapat:

a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berup..r bunga, denda dan

kenaikan pajak yanE terutang menurut pemturan perundang-undangan

perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yanq ticlak benar.

Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan clan penghapusan

atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, sKpDKB, SKPDKB-|, atau srpD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rlisampaikan seciira tertulis oleh Wajib

Pajak kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harri sejak

tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKIIT atau STPD denqan rnemberikan alasan

yang jelas;

(4) Bupati atau Pejabat paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan

Keputusan;

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, prermohonan pembetulan, r.
pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengahpusan atau pengurangan sanksi

administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan lranya kepacla tlupati atau pejabat yang

ditunjuk atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKBT;

<-. SKPDLB,

(?-) Keberatan diajukan secilra tertulis ci,il;rm Bairarsa Inclone:;ia clenql;rn alasan-alasan

yanq lelas;

/?\
\ J,/
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(3)

(4)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelreratan atas ketct;rparr p;rjak lr;rrrrs clapat

membuktikan ketidakbenaran ketetapan prrjak trrsebr:t;

Kebcratan harus cliajukan dalarn jangka w.rktu p;ilrn11 lanr.r -j (tiq.r) irulan sejak

ranggal surat, tanggal pemotongan atau tangqal pemunqutan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), kecuali wajib pajak dapat menunjukkan balrwa waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanny;i;

(5) Keberatan yanq tidak memenuhi persyaratan sebagainrana cjimaksuci pacla ayat (

2) dan Ayat (3) tidak dianggap :;eb.rqai i;ur;rt kt:br,rr;r[rn, :,t,,hinqc1;l tidak

clipertimbanqkan;

(6) Pengajuan keberat'an tidak ntenurtda ki:rva]ib;in rnt:nrb;ryi,ir l-'ajak rlirn ;ri-l|,:ks.rnaan

penaqihan ptj;rl.l :;tsr,r;ri kctenfLran yanq bt:rl;rkrr.

Pasal ?5

tSupati dalanr jangka waktu palinq lanra i.1 { clua bi:lars) buhri sc.1;ik t,inggal Surat

keberatan diterima,lrarus nremberi kepulu:;an atas ke:bcratan yanq cliajukan;

Keputusan Bupati atas keberatan dripat berupr: nrr:ni:rima setluruhnya atau i'
sebagian ,menolak,atau menambah besarnya pajak yanq tcrutanq;

(3) Apabila janqka waklu sebc-lgaimana cjrnraksutl pacl;t ay;rt (1) tclah lcwat cjan

tlupati tidak nremberi suatu keputusan,keix,:ratan 'i.:1n(l rliajukarr ti:rsebut

dianggap dikabulkan.

Pasal 26

Walitl Pajak cl;rp;tl tnrlnqajukan pcrfirohorl(ln ti;rnclin<.1 lr.rny,i kr:pacl;.r badan

l)e nyelesaian scngktll;r Pajak tcrhacl,:1,l l;"t:!rutus;rn nrenclen;ri krlx:ratan ya ng

clitctapk.rn olertr llr-rp;rl i;

Pengajuan pernxillonarr llanclinq tirlali rnrrrLrrrti;r kcw;tjiir;rrr rlrrnlr,ry;ir p;;lk dan

pelaksa naan pt':nac;ih;rrr 1ta1;: k;

(f) Aplllil:r ;x-nq,tjt-r;tn kt'fti,ttiit;trt;it;ttr lr,rnrirrtrl iltkirirulltirtr .lrlf.r.rriritrl ,rt,ir.l :;i:luruhnya

,kr:ltlbilxirr ptlltll)ftyararr 1r;t.1lrk r.1ikrjnib,,rliki!tr {l{,:rxjalt) rlitcnrlttlr inrfr,tl;rn h;unga

x.:h.:sirr 291, (r.luit 1-lttrr;i:rr):;t,btrl;rrr rtrrtrrl-: lr,,tlinrll;:rrur l.j i rlrr,l lir iltlil rrnilr,:it) bulan.

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELESIHAN PEMSAYARAN PA]AK

:

Pasal 27

(l) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati;

/-)\ Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua Belas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembnyaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati

tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak di anggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling

lamal(satu)bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pcmbayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak dimaksud; l,

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktui paling lama 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2olo (dua persen) sebulan atas keterlanrbatan pemhayaran kelebihan

pembayaran pajak.

Pasal 28

Permohonan penqernbalian kelebihan pi:mbayaran paj;lk cJiaiukln siicara teftulis

kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan ntenyebutkari:

ii. rnasa Pajak;

b. besarnya kelt:bittan plcrnltiryarari p;rj;rk;

c. ;rlasan yanc; ,1elas.

Permohonan pengembalian kelebihan pt'nrbay;lran pajak disampaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat;

/q\

(6)

(1)

(2)
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(1)

/?\

(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daeralt atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukbn dengan menerbitkan surat

perintah membayar kelebihan pajak;

(5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak

lainnya,sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat ( 4), pembayarannya

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah - bukuan juga

berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAFI

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib

pajak melakukan llndak Pidana di bidanq perpajakan daerah; i,

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud padn ayat (1) tertangguh

apabila:

a. Diterbitkan Surat-surat teguran dan Sural Paksa afau;

b. Ada Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsunq maupun tidak

langsung.

BAB XIV

KFTEITITUAN PIDANA

Pasal 3O

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya ticlaik nrenyarnpaikiin llPlPD art;ru rnengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau rnelampirkan keteranc;an yanq tidak

benar sehingqa merugikan Keuangan Dacrah dapat dipidana clengan pidana

kurungan paling lanra 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak yang terhutang;
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(2) Wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dqa) tahun atau denda paling

banyak 4(empat) kalijumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah dalam

melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat terhutangnya pajak atbu

berakhirnya masa pajak.

( 1)

(2)

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

dibidang Perpajakan Daerah;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Daerah diberi

tindak pidana

atau laporan

daerah agar

i,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubunqan dengan tindak pidana dibid.rng Perrpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan clokunren-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidanq Pr:rpajakan Daeralr;
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I.

Melakukan penggeledahan untuk mencjapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; i

Meminta bantuan tenaga ahli dalanr rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang s€seorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Daerah;

t. Memanggil orang untuk didengar keteranqannya clan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tinidak

pidana dibidang perpajakan daerah nlenurut hukunr yang clapat

di pertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) mernberitahukan climulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

Umum,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Undang-undang Nomor B

tahun 1981 tenlang l-lukunr Acara piclana.

BAS XVI

KETENTUAN PEIIIUTU}}

trasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semuit Peraturan yang rnengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku laqi.

e.

g.

i.

(1)
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(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ke'tentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan cliadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk.rn pengunclangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan Mukomuko
Desember 2005
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(2)

(3)

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeratr ini -cpanjang rnengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di{:ndangkan denclan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekelirunn d.rlam penqalurannya, ak;in rJiadakan

perubahan sebaqaiman;r mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunctangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di l4ukomuko
Pada tanggal 27 Desember ZOO5

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukornuko

Pada tanggal 02 Januari 200G

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MUKOMUKC)

LEMBARAN DAERA,II KA$UPA'TEN [ilUKOMUKO'I AI.II"JN 2005 NOMOIi : 'tl ,lElll" u

i,
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